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PELAKSANAAN HAK LINTAS ALUR LAUT KEPULAUAN
PADA SAAT KONFLIK BERSENIATA DAN KEPENTTNGAN

INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN NETRAL1

Enny Narwati2

Abskact
The purpose of this article is to conduct in-depth analysis and prooide a solution

formula in accordance with the law gooerning arnted concflict at the sea, especially
the right of archipelagic sea lane passage in time of armed conflict, and the interests of
Indonesia as a neutral archipelagic state. This is because tlrc netttral archipelagic state are

not giiaen the opportunity to suspend, hamper or othenuise intped zoarslip of conflicting
parties tlut exercise this passage. This article found that the right of archipelagic sea lanes
passage exercised by u;arship of conflictirtg parties in the time of arrned conflict t;iolates
the sottereignfu of neutral archipelagic state. This article suggests that the regulation
should consider more about the interests of neutral archipelagic state. For that reason,

the liuitation for the exercise of passage is needed.

Keyutords: right of archipelagic sea lane passage, arrned cottflict at sea, Indomesia

Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisa mendalam dan solusi yang diajukan

berkaitan dengan hukum yang mengatur konflik bersenjata di laut, khususnya tentang
hak lintas alur laut kepulauan saat konflik bersenjata, dan kepentingan Indonesia
sebagai negara kepulauan netral. Hal ini karena negara kepulauan netral tidak diberi
kesempatan untuk menghalangi atau menghambat lintasan yang dilakukan oleh kapal
perang pihak 1/ang berkonflik. Tulisan ini menemukan bahuta pelaksanaan hak lintas
kapal perang saat konflik bersenjata melanggar kedaulatan negara kepulauan netraL
Tulisan ini menyarankan adanya ketentuan yang lebih memperhatikan kepentingan
negara kepulauan netral. Untuk itu, perlu pembatasarL tentang pelaksanaan hak lintas.

Kata Kunci: Hak lintas alur laut kepulauan, konflik bersenjata, Indonesia

1 Tulisan ini merupakm hasil penelitim Di*rtasi dengm judul Kedaulatan Negaa Kepulauan atas Hak Lintas Alur l2ut
Kepulaum saat Konflik Be6en,ata, diuii pada 20 Mdet 2017, di Fakultas FIukum Universitas Airlangga Surabaya.

2 Dosen pada Depademen Hl, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
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PENDAHULUAN

Latar belakang masalah
Indonesia merupakan negara

kepuiauan terbesar di dunia dan
memiliki geografis yarrg strategis
karena menghubungkan Samudera
Atlantik dan Samudera Pasifik.
Posisi strategis tersebut membawa
keuntungan sekaligus kerugian.
Keuntungannya, wilayah laut
Indonesia menjadi pusat lalu lintas
dunia, sedangkan kerugiannya, harus
benar-benar dapat mempertahankan
kedaulatan di laut, terutama saat
terjadi konflik bersenjata yang
melibatkan negara tetangga di
sekitar Indonesia, terlepas apakah
Indonesia sebagai negara pihak atau
tidak. Sebagai contoh, apabila konflik
Laut China Selatan (LCS) semakin
memanas dan menjadi konflik
bersenjata di laut. Indonesia memarlg
tidak terlibat secara langsung, tetapi
LCS merupakan 'area of influence'
geopolitik Indonesia.3 Apabiia terjadi
konflik bersenjata di LCS, kapal-kapal
perang para pihak berkonflik akan
melewati wilayah perairan Indonesia.
Walaupun memilih bersikap netral,
tetapi dalam konflik bersenjata di laut,
besar sekali kemungkinan keterlibatan
negara netral.

Satu hal yang tidak dapat
dihindari oleh negara netral, dalam
konflik bersenjata di laut, harus
menghormati hak lintas kapal perang
para pihak berkonflik, melalui laut
teritorial, selat yang biasa digunakan
untuk pelayaran internasional dan

perairan kepulauan negara netral.
Hak lintas kapal asing (right of passage)
merupakan hak setiap kapal untuk
melintasi wilayah laut yang tunduk
pada kedaulatan negara. Pada masa
damai, pengaturan hak lintas terdapat
dalam United Nations Conaention on
the Law of tlrc Sea (UNCLOS) 1982
sedangkan saat konflik bersenjata
diatur dalam San Remo Manual on
International Law Applicable to Armed
Conflict a/ Sea (SRM) 1994.

Permasalahan

Bagaimanakah posisi Indonesia
sebagai negara kepulauan netral
pada saat terjadi konflik berkaitan
dengan pelaksanaan hak lintas alur
laut kepualauan (HLALK) di perairan
kepulauan Indonesia.

Metode penelitian
Penelitian hukum adalah suatu

proses untuk menemukan aturan
hukum maupun doktrin hukum guna
menjawab isu hukum yang ada.a
Substansi penelitian ini merupakan
penelitian normatif. Pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan
perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Pendekatan
perundang-undangan dilakukan
dengan menganalisis ketentuan
Hukum Internasional (HD, khususnya
UNCLOS 1982 dan SRM 1994. Selain
itu juga dianalisis perundang-
undangan nasional, khususnya
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996
tentang Perairan Indonesia (UU 6/96)
dan Peraturan Pemerintah Nomor

3 A. Yani Antaliksa, Jurnal I,ertahman, Volume 3, Nomor 3, Desember 2013, h. 109.
4 Peter Mahmud Mtzik\, PL,nclilinn Hukum, Kencma prmada Media Group, Jakdta, 2001 h. 35.

37 Tahun 2002 tentang Hak dan
Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara
Asing dalam Melaksanakan Hak
Lintas Alur Laut Kepulauan melalui
Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan
(PP 37 /2002). Pendekatan konseptual
mempelajari doktrin dan pandangan
sarjana terkemuka dalam ilmu hukum,
konsep dan asas hukum yang relevan
dengan isu yang diteliti. Melalui kedua
pendekatan ini diharapkan dapat
disampaikan perkembangan baru HI
mengenai pelaksanaan HLALK saat
konflik bersenjata di laut.

Penelitian hukum menggunakan
bahan hukum, primer dan sekunder.
Bahan hukum primer merupakan
bahan hukum yang didasarkan atau
dihasilkan oleh otoritas tertentu,
berupa dokumen resmi seperti
perjanjian internasional, undang-
undang atau peraturan hukum yang
lain. Bahan hukum sekunder bukan
dokumen resmi, tetapi ditemukan
dari studi kepustakaan, seperti karya
ilmiah, buku teks, jurnal ilmiatu
maupun informasi lainnya. Dari
bahan hukum yang ada, dilakukan
identifikasi dan inventarisasi, untuk
kemudian dilakukan analisa terhadap
masalah yang dihadapi.

PEMBAHASAN

Hak Lintas Alur Laut Kepulauan
menurut UNCLOS L982

Hak lintas kapal asing adalah
hak kapal untuk melintas di wilayah

31

laut yang tunduk pada kedaulatan
negara. Hak lintas berlaku bagi kapal
semua negara. Konsep ini diutarakan
olah Vitoria pada abad ke-17, bahwa
konsep ius communicationis muncul
dari penerapan yang sama atas yang
ada di darat dan laut, yang disebut
dengan kebebasan di laut.s Vattel
membedakan wilayah laut yang
tunduk pada kedaulatan negara
dan laut bebas. Selain itu, Vattel
menerima hak lintas damai melalui
teritorial laut dan selat.6 Konsepsi ini
mewakili prototipe hukum laut dalam
pengertian modern.

Hak lintas yang pertama kali
dikenal dalam HI adalah hak lintas
damai. Dalam perkembangannya,
batas maksimum laut teritorial adalah
12 mil laut.7 Perubahan ini membawa
dampak serius bagi pelaksanaan
pelayaran di selat internasional
dan perairan kepulauan, karena
negara pengguna laut merasa tidak
cukup kapalnya berlayar dengan
menggunakan hak lintas damai.
Sebagai kompromi, maka diakuilah hak
lintas transit pada selat internasional
dan HLALK pada perairan kepulauan.
Guna kepentingan tulisan ini, maka
hanya akan dibahas HLALK.

HLALK diatur dalam Pasal
53 (1),8 bahwa penentuan HLALK
merupakan hak negara kepulauan,
bukan kewajiban dan penentuannya
tergantung sepenuhnya pada negara
kepulauan. Kata 'di atasnya' berarti
negara kepulauan menentukan alur

Pelaksnnnan Hak Lintas AIur Laut Kepulauan pada saat KonJlik Bersenjatn 
1

dan Kepentingan lndonesia sebagai Negara Kepulauan Netral I

5 David Anderson, Mo.leilt lauj oJ tlu Ses. Selected Esilys, Pubiutions On Ocean l)wlopment, Volume 59, A Seties of StuLly on the
lntenatiorul, Legol, lnstitlttionnl ahd Policy Aspects of O@an Deuolepnar, Martinus Nijhoff Publishers, Netherland, 2008, h. 99

5 Yoshifumi Tanaka, The lf,tenntional Lat' of tlu Sea, Cambridge University Press, New York, 2012 h.18.

7 t,ihat Pasal 3 UNCLOS 1982.

8 Lihat Pasal 5J (1) UNCLOS 1982.
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laut terlebih dahulu, baru rute udara
yang tepat di atas alur laut yang
ditetapkan.e

HLALK berarti pelaksanaan hak
pelayaran dan penerbangan, dengan
cara yang normal untuk melakukan
transit yang terus menerus, langsung
dan secepat mungkin.lo Pengertian
'cara yang normal' (nortml mode)
belum disepakati oleh negara-negara,
dan tidak ada penjelasannya dalam
UNCLOS 1982. Menurut Indonesia
normal modekapal atau pesawat udara
dibatasi pada lintasan yang langsung,
terus menerus dan secepat mungkirl
sehingga segala kegiatan yang
tidak berhubungan clengan lintasan
bukanlah nonnal ruode.tl Sedangkan
menurut negara perlgguna lautan,
norrnal mode terkait ciengan aktifitas
yang biasa dilakukan oleh kapal,
antara lain latihan sekoci, manuver,
operasi pesawat udara, latihan perang,
termasuk perang elektronik.l2 Selain
itu, nonnal mode berarti kapal selam
diperbolehkan berlayar di bawah
permukaan air.

Kata 'terus menerus' berarti,
kapal atau pesawat tidak boleh masuk
atau memang dari awal tujuarurya
tidak memasuki pelabuhan atau
bandar udara negara kepulauan.
Langsung berarti, lintas alur laut
kepulauan mulai dari laut bebas atau

32 | eaisi 10 / oktober 2o1B

ZEE menuju ke laut bebas atau ZEE
yang lain. Secepat mungkin berarti
pelaksanaan lintas tidak boleh
berhenti ataupun menunda pelayaran
atau penerbangannya.13 Disamping
menentukan syarat bagi kapal atau
pesawat, pasal tersebut meletakkan
kewajiban bagi negara kepulauan
untuk tidak menghalangi lintasan.
Halangal disini adalall halangan
secara fisik yang dapat mengganggu
navisasi kapal atau pesawat udara.la

Dalam menentukan atau
mengganti alur laut, negara
kepulauan harus mengajukan usul
kepada organisasi internasional yang
berwenang untuk dapat diterima.ls
Ketentuan ini merupakan pembatasan
kewenangan negara kepulauan dalam
menentukan alur laut kepulauan dan
bertentangan ciengan Pasal 49 maupun
53 (1).16

Hak lintas alur laut kepulauan pada
saat konflik bersenjata

Pada saat ini, instrumen HI yang
mengatur konflik bersenjata di laut
adalah SRM 1994, diadopsi padaJuni
1994. Salah satu tujuan dibuatnira SRM
1994 karena adanya perkembangan
baru mengenai zonasi laut
sebagaimana diatur dalam UNCLOS
1982, sehingga pelaksanaan konflik
bersenjata di laut harus menyesuaikan
dengan zonasi baru tersebut, termasuk

9 Kresno Buntoro, Alur ltut Kapuhurn tndonesia (ALKI), Ptospek dan Kendala, Ptpustakam Ndional Rl, Jaketa, 2012, h. 52.
10 LihatPasal 53 (3) UNCLOS 1982.
11 Kresno Buntoro, Op.cit., h.'180.
12 lbid.
13 tbid,h.s1-s3.
14 Catatm dui Hasjim Diatal saat raPat intemal penentum a-[ur laut kepulaum Indonesia di Kementria Luar Neteri, Milet 1992dalm Kresno Bmtorc, Ihid., h. 5-L.

15 Lihat Pasal 53 (9) UNCLOS'1982.

'o li:il_1? *.1g"takan bahwd negard kepulaum mempunyai kedaulatan atas perairan kepulaum. pasal 53 (l) rnengatakd bahwa
rregara kepulauan mempunyai kewenangan untuk menenfukm alu laut kepulaum. '

Pelaksanaan Llak Lintas Alur Laut Kepulauan pada saat Konflik Bersetlata 
1

d.an Keperiingatt ltrdonesia sebagai Negara Kepulauan Netral t

pelaksanaan hak lintas kapal asing.17

Pengaturan umum hak lintas
kapal asing diatur dalarn Paragraf 23
dan Paragraf 26 SRM 7994. Paragral
23 mengatur tentang HLALK bagi
kapal perang pihak berkonflik di
perairan netral, sedangkan Paragral
26 mengatur tentang HLALK bagi
kapal perang negara netral di perairan
negara pihak berkonflik. Ditegaskan
bahwa: yang berhak melakukan
lintasan adalah kapal perang, kapal
serbaguna, pesawat udara militer dan
pesawat udara serbaguna; lintasan
dilakukan di perairan kepulauan
wilayah para pihak berperang
maupun cli wilayah netral; hak
lintas dilakukan sesuai dengan HI
umum.1S Perbedaan Paragraf 23 dan
26 adalah, pada Paragraf 26, saat akan
rnelakukan lir-rtasan, kapal perang
negara netral harus notifikasi terlebih
dahulu kepac-la sebelum melakukan
lintasan. Ketentuan seperti ini tidak
diatur dalam Paragraf 23. Seharusnya,
untuk memenuhi rasa keadilan, kapal
perang negara berkonflik juga harus
notifikasi terlebih dahulu sebelum
melakukan iintasan, agar negara netral
dapat melakukan pengawasan dan
melakukan tindakan yang diperlukan
guna mencegah pelanggaran yang
mungkin akan diiakukan oleh kapal
perang negara yang berkonflik.

JJ

Paragraf 25 menyatakan bahwa
kenetralan negara kepulauan tidak
boleh terancam dengan adanya
HLALK kapal perang negara pihak
yang berkonflik. Paragraf ini harus
dipahami bersama-sama dengan
Paragraf 23 di atas.

Paragraf 27 SRM 1994 mengatur
secara khusus pelaksanaan HLALK.Ie
Terdapat 2 }rral penting,2o yaitu,
pertama, adanya penegasan bahwa
HLALK di masa damai tetap berlaku
saat konflik bersenjata di laut. Kedua,
negara kepulauan tetap mempunyai
kewenangan untuk membuat regulasi
mengenai pelaksanaan HLALK.21

Paragraf 28'?2 SRM 1994
mengadopsi 54 UNCLOS L982,
tentang kewajiban kapal dan pesawat
udara saat melakukan HLALK yang
terus menerus dan secepat mungkin
dengan cara yang normal. Kata 'cara
yang normal' (normal mode) meriladi
perdebatan dalam pembuatan SRM
1994,23 karena cara yang normal saat
konflik bersenjata tentu berbeda
dengan masa damai, karena pada
saat konflik bersenjata, negara-negara
pihak berkonflik akan meningkatkan
kewaspadaannya.24

Paragraf 29 SRM L994
mengatakan, "Neutral sate may not..."
(cetak tebal dari Penulis),zs sedangkan

17 Louise Doswald-Beck, editoL San Reno Maiuol on lntemotionol lno AVplicable to Amcd Conllicts al Sea, Prepared W ihterrutional
lawyers nnLl ural etyeils conoened by thc lntemationnl lfrstitule of lntematiorul law, Explanation, Intemntiolnl Institutc of lntetutionnl
In, San Rerno, Itdl\, \anc,7994,h.62. Selaniutnya diringkas dengm Explanation SRM 19 .

18 LihatPilagraf 23 dan 26SRM 1994.

1.9 LihatPaagraf 27 SIiM 1994

20 Explanatioh SRM 1994, Op.cit., h.105.
21 Lihat Pasat .11, 42 dan 54 UNCLOS 1982.

22 Lihat Piragraf 28 SRM 194.
23 Explanotion SIIM 1994, lnc.cit.
24 Wawmcila tlengu Laksamma TNI (Purn) Agus Suhartono, Pmglima TM ke14, 27 September 201G 4 Scptember 2013.

Wa.wancara dilakukm di Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 1014. Wawmcara iuga dilakukm dengm Kolonel Kresno Buntoro,
Sekretaris Dinas [lukw TNI AL.

25 Lihat Paragral 29SltM 1994.
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Pasal 44 UNCLOS 1982 menggunakan
kata 'shall', " ...states bordering straits
shall not ..."26 Kata 'may' berarti
optional, diberi pilihan, apakah
akan melakukan sesuatu atau tidak,
tergantung kepentingan. Sedangkan
kata shall lebih bersiJat memaksa
(imperatioe). Sehinggd, saat konflik
bersenjata, negara kepulauan masih
dimungkinkan untuk menangguhkan
lintasan kapal perang asing.

Paragral 30 SRM 7994
membingungkan dan menimbulkan
perdebatan,2T karena sulit diterapkan
pada saat yang bersamaan. Di satu
sisi, kapal perang mempunyai
kewajiban untuk menghindarkan
diri dari ancaman atau penggunaan
kekerasan terhadap integritas wilayah
negara netral, tetapi, di sisi lain, boleh
melakukan tindakan defensif. Saat
kapal perang para pihak melakukan
tindakan defensif, maka sebenarnya
hal itu merupakan pelanggaran
Hukum Netralitas.2s

Posisi Indonesia sebagai negara
kepulauan netral

Hak lintas alur laut kepulauan
Indonesia

Bagi Indonesia, UNCLOS 1982
mempunyai arti penting karena untuk
pertama kalinya konsep Negara
Kepulauan memperoleh pengakuan
resmi masyarakat internasional.
Sebagai tindak lanjut, Indonesia

meratifikasi UNCLOS 1982 melalui
Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985
tentang Pengesahan United Nations
Conaention On The Lara Of Tlrc Sea

(Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa
Tentang Hukum Laut).ze Berdasarkan
UNCLOS 1982, salah satu kewajiban
negara kepulauan adalah memjamin
kapal asing untuk melakukan HLALK
di perairan kepulauan.

Pada 1,996 Pemerintah Indonesia
menetapkan Undang-Undang
6/1996.30 Pemerintah Indonesia
menentukan alur laut, termasuk rute
penerbangan, untuk pelaksanaan
HLALK oleh kapal dan pesawat
udara asing.3l Selanjutnya, Indonesia
menetapkan Peraturan Pemerintah
37/2002.32 Berdasarkan PP tersebut,
terdapat 3 (tiga) jalur Alur Laut
Kepulauan Indonesia (ALKI) Utara-
Selatan, yaitu ALKI I, ALKI II dan
ALKI III.33

Selain berisi penetapan tiga
ALKI, PP 37/2002 mengatur hak dan
kewajiban kapal saat melaksanakan
HLALK. Kapal dan pesawat udara
asing berhak untuk menikmati
HLALK, untuk pelayaran atau
penerbangan dari satu bagian laut
bebas atau ZEE ke bagian lain laut
bebas atau ZEE melintasi laut teritorial
dan perairan kepulauan Indonesia.3a
Kewajiban kapal dan pesawat udara
asing saat ini diatur dalam Pasal 4.3s

26 Lihat Pasal,t4 UNCLOS1982.
27 Lihat Paragraf 3OSRM 194.
28 Lihat Paagraf 24 dm 25 SRM 1994.

29 tcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 19&5 Nomor 76; Tmbahar Lemtrarm Netara I{epublik Indonesia Nomor 3319.
30 kmbara Negara Republik Indoneia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahm Lembara Negaa Republik lndonaia Nomor 3647.
31 LihatP6al 19 (1\ UU 6/1996.
32 Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2002 Nomor Z, Tmbahan Lembaril Negara Republik Indonesia Nomofll2lo,
33 Lihat Pasal 11 PP Nomor 37 Tahm 2002.
34 Lihat Pasl 2PP Nomor3TTahm 2002.
35 Lihat Pasal 4 PP Nomor 37 Tahun 2002.

PP ini berlaku untuk semua situasi,

baik di masa damai mauPun kon{lik
bersenjata.

Pentingnya Pembatasan Pelaksanaan
hak lintas alur laut kepulauan saat

konflik bersenjata bagi Indonesia
sebagai negara kePulauan netral

Pelaksanaan HLALK saat konflik
bersenjata tidak dapat dilaksanakan
sama seperti masa damai. Pertama,

saat konflik bersenjata, kapal perang
para pihak yang menikmati HLALK
berlayar dengancara yang normal, yang
berarti boleh mengaktifkan seniata
dan lain-lain. Hal ini menggangu
keamanan negara kepualuan netral.
Seyogyanya disyaratkan notifikasi
sebelum melintas; Kedua, dalam HI,
perubahan kepemilikan wilayah
berarti perubahan kedaulatan, dalam
otoritas hukum yang mengaturnya,36
termasuk perairan kepulauan, dimana
perairan yang dahulu merupakan
laut bebas, menjadi tunduk Pada
kedaulatan negara. Untuk itu, perairan
kepulauan yang terletak di sebelah
dalam garis pangkal lurus kepulauan,
seharusnya memiliki kedaulatan
yang lebih kuat dibandingkan laut
teritorial yang berada di sebelah luar
garis pangkal dan negara kepulauan
lebih diberi kewenangan dalam
mengatur HLALK kapal Perang
pihak berkonflik. Ketign, SRM 1994

menyatakan bahwa HLALK tidak

35

boleh mengancam kedaulatan neg€Ira
kepulauan netral,37 akan tetapi, kapal
perang para pihak boleh meiakukan
tindakan defensif jika mendaPat
serangan musuh.38 Hal tersebut dapat
mengakibatkan pelanggaran Hukum
Kenetralan di Laut. Pelanggaran
kenetralan sama dengan pelanggaran
serius dalam HI. Dan, keeruPat,

Paragraf 27,28 dan 29 SRM 1994 harus
dibaca bersama-sama dengan Pasal 53

(3) UNCLOS 1982 tentang kata-kata
'hak pelayaran dan penerbangan'.
Mengenai HLALK, UNCLOS 1982
menyatakan: " Archipelagic sea lanes

passage means the exercise... the rights
of ....", sedangkan tentang hak lintas
transit menyatakan: "Transit passnge

means the exercise... of thefreedomof ..."3e

Berdasarkan kedua pasal tersebut,
hak lintas transit diartikan kebebasan
pelayaran dan penerbangan,
sedangkan HLALK diartikan hak
pelayaran dan penerbangan. Menurut
Hasjim Djalal, hak pelayaran lebih
terbatas dibandingkan kebebasan
pelayaran.a0 Hal ini berarti, HLALK
diberikan oleh negara kepulauan,
dan pelaksanaannya meruPakan
kewenangan eksklusif dari negara.al
Kebebasan pelayaran berarti bahwa
berdasarkan kedaulatannya, negara
kepulauan mempunyai kewajiban
untuk mengijinkan lintasan kaPal
asing.a2 Sehingga pengaturan HLALK
merupakan kewenangan negara

Pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan pada saat KotrJlik Berseniata 
I

dan Kepentingan lndonesia sebagai Negarn Kepulaudn Netral I

36 MalcolmN.Shaw,Interutionalltu,SixthEdition,CambridgeUniversityPress,UnitedKingdom,20OS,h.4S9.
37 Lihat Paragraf 25 SRM 194.
38 LihatPdagral30SRM1994.
39 LihatPasal3S(2) UNCIOS1982.
40 H6iim Dialal,'Conruntary, Panel I1: Nooigation in Alltcd H.A. Soons (erl). lnplcmentat@n of the ltu of the S4 Conoention lhr,'uqh- 

iiiii"iilt*iitutiore0644\,26T,dalm"KresnoBuntoro,AnAnalycisofbgnllssuesrelntingtoNaoigationolRiglttsandFreedons
thrcrgh md wr ladoauian Witers, Dise.tas! University of Wollongong, 2010, h. 149.

41 BarbeKwiatkowskamdEttyR.Agcre,AtchipeloicStateRegimeintheLiShtolthelgS2UNCLOSarulStatePtactice(7991r'4647..
dalah Kr6no Butoro, I&id.

42 Kreno Butorq lbid.

t
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kepulauan.

Darihal di atas, pengaturan HLALK
harus mencerminkan keseimbangan
antara prinsip kedaulatan dan
kebebasan di laut, yaitu kepentingan
negara pantai dan negara pengguna
lautan. Pengaturannya f,rrrrs
memperhatikan keamanary ketertiban
dan kedamaian negara kepulauan
dul keselamatan pelayaran tetap
terjaga. Hal ini dapat dicapai apabila

l9ryra kepulauan diberi kewenangan
lebih untuk mengatur HLALK.
Pengaturan tersebut tidak bermaksucl
menghambat HLALK, tetapi untuk
memastikan HLALK dilaksanakan
tanpa melanggar kedaulatan negara
kepulauan.

PENUTUP
Kesimpulan

SRM 1994 masih belum
komprehensif mengatur pelaksanaan
HLALK di perairan negara netral,
karena belum cukup mengakomodasi
kepentingan negara kepulauan,
khususnya Indonesia. Untuk itu
diperlukan pembatasan terhadap
pelaksanaan HLALK. pengaturan

tersebut seyogyanya mencerminkan
keseimbangan prinsip kedaulatan
negara dan kebebasan di laut.
Pelaksanaan HLALK selain
memperhatikan keamanan, ketertiban
dan kedamaian neg€ua kepulauan
juga keselamatan pelayaran.

Saran

Indonesia berkepentingan dengan
pengaturan HLALK saat konflik
bersenjata. Pengaturan dalam SRM
1994 bertentangan dengan kedaulatan,
karena itu Indonesia seharusnya
meng-upayakan mengubah ketentuan
tersebut melalui jalur perundingan.
Pengaturannya seharusnya memuat
hal: (a)mengatur pembatasan alur laut
kepulauan saat konflik bersenjata.
Indonesia memiliki 3 ALKI. Saat kapal
perang para pihak akan melintas di
perairan kepulauan Indonesia, maka
lintasan tersebut dibatasi pada ALKI
tertentu, sehingga tidak semua ALKI
digunakan; (b)mengatur batasan
normal mode; dan (c)sebelum berjuang
ke forum internasional, Indonesii
terlebih dahulu menambahkan pasal-
pasal dalam PP Z7/20O2, tentang
HLALK saat konflik bersenjata.

Pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan pada saat Kortflik Bersenjata
dan Kepentingan Indonesia sebagai Negara Kepulauan Netral
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